BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO

Menimbang :

Mengingat : 1.

KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, diamanatkan bahwa
setiap Badan Layanan Umum Daerah menyusun pola tata
kelola yang merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang
memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan
fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten
Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 100);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan
Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO KABUPATEN
SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya
disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo yang selanjutnya
disingkat BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo adalah UPTD TPA
Griyo Mulyo pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di
Kecamatan Jabon dan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan
pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap
pengelolaan BLUD.

Bahan Bakar Jumputan Padat adalah Bahan Bakar yang
berasal dari limbah (sampah) yang telah melalui proses
pemilahan dan homogenisasi menjadi ukuran butiran kecil
atau bentuk lain yang dapat digunakan sebagai pengganti
bahan bakar fosil.



10. Teknologi Biodrying adalah dekomposisi zat organik secara
parsial dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh
mikroorganisme dibantu aerasi untuk menghilangkan
kelembaban

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana
kerja dan anggaran SKPD.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

13. Satuan Pengawas Internal yang selajutnya disingkat SPI
adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana

serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD
UPTD TPA Griyo Mulyo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu
pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh
Bupati;

b. meningkatkan profesionalisme pemberian pelayanan
persampahan secara lebih efektif dan efisien, kualitas
pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana
serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;

c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas
dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD UPTD
TPA Griyo Mulyo; dan

d. mendorong pengelolaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo secara
profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan
fungsi dan peningkatan kemandirian organ Badan Layanan
Umum Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4
(1) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo merupakan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang
memberikan layanan secara profesional di bidang
pengelolaan sampah dan memiliki fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan.



(2) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo mempunyai tugas:

(3)

a.

b.
c.

menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan BLUD
UPTD TPA Griyo Mulyo;

menerima dan mengolah sampabh;

melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar
tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;

menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo;

melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan
atau penambahan fasilitas BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo
yang rusak atau kurang;

melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran
dan pembukuan pendapatan BLUD UPTD TPA Griyo
Mulyo;

melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan
prasarana, kepegawaian dan keuangan;

membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo mempunyai
fungsi:

a.

b.

penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah terpadu
sesuai dengan standar pelayanan pengelolaan sampabh;
pengelolaan sampah dengan teknologi biodrying untuk
menghasilkan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang
dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti sumber
energi;

Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan;
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian pelayanan pengelolaan sampah; dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang
pengelolaan sampah dalam rangka  peningkatan
pelayanan  pengelolaan sampah  sesuai dengan
kewenangannya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Kelembagaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo terdiri atas:
Pejabat Pengelola;

b. Pembina dan Pengawas; dan

Organisasi Pelaksana.

a.

C.



(1)

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 6
Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a terdiri atas:
a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan
c. Pejabat Teknis.
Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat
pengelola BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo ditetapkan
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang
sehat.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan
sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan
jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan
keuangan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.
Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional,
pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD
UPTD TPA Griyo Mulyo dalam pemberian layanan.
Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 7

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a dijabat oleh Kepala UPTD TPA Griyo Mulyo yang

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta

kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Bupati;

menyusun Renstra;

menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis
kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundangan-undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya.
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Pasal 8

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab
umum operasional dan keuangan.

(1)
(2)

Pasal 9
Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan
ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 10
Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
mengoordinasikan penyusunan RBA;
menyiapkan DPA;
melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen
keuangan,;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan
j- tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggung jawab keuangan.
Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran.
Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara
pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
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Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 11
Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan sesuai dengan RBA,;



(2)

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis
operasional dan pelayanan dibidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai

penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan

pelayanan di bidangnya.

Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat
Pembina dan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo terdiri
atas:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
SPI; dan
Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis Dan Pembina Keuangan

Pasal 13
Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a yaitu Kepala DLHK.
Pembina teknis berfungsi memberikan masukan dan arahan
secara teknis pengelolaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Pasal 14
Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a adalah PPKD.
Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berfungsi memberikan masukan dan arahan secara
pengelolaan keuangan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Paragraf 3
SPI

Pasal 15
SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat
dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan
pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan
dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan
Praktek Bisnis Yang Sehat.
SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas
internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
SPI terdiri dari:
a. Tim Audit Bidang Administrasi dan Keuangan;
b. Tim Audit Pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan.



(4)

(5)

SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo meliputi bidang administrasi
dan keuangan, dan pengelolaan sampah.

Pembentukan SPI dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 16
Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
pengamanan harta kekayaan;
menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus
memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan BLUD;
memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
memahami tugas dan fungsi BLUD;
memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara atau keuangan
daerah;
tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
mempunyai sikap independen dan obyektif.
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Paragraf 4
Dewan Pengawas

Pasal 17
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ dapat dibentuk oleh Bupati.
Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD UPTD
TPA Griyo Muyo memiliki realisasi pendapatan menurut
laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai
aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang
dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang atau S (lima) orang.
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD
UPTD TPA Griyo Mulyo memiliki:



(6)

(1)
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a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran
2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah).

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak S5 (lima)

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD

UPTD TPA Griyo Mulyo memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran
2 (dua) tahun  terakhir, lebih  besar  dari
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih
besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (5) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo;

b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (6) terdiri atas unsur:

a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo;

b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional,

atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi,

kegiatan dan layanan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan

Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah

Pejabat Pengelola diangkat.

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang

bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD

UPTD TPA Griyo Mulyo;

memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi

BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

f. Dberijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

2 0
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g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap
unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau
calon anggota legislatif.

Pasal 19

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD TPA
Griyo Mulyo;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dan memberikan
rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti
oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai:

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo; dan

3. kinerja BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan
yang diberikan (rentabilitas);

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan

perspektif  pelanggan, proses internal pelayanan,
pembelajaran, dan pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan S (lima)
tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa
jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60
(enam puluh) tahun.
Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.
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Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD TPA
Griyo Mulyo;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan

kerugian pada BLUD TPA Griyo MUlyo, negara, dan/atau

daerah.

ot}

Pasal 21
Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas
untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dan dimuat dalam RBA.

(7)

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
pemimpin, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas pokoknya masing- masing.
Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah yang diperlukan.
Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing- masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin, pejabat
pengelola dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan
pelayanan didokumentasikan dalam Standar Prosedur
Operasional.
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(8) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada

(2)

(3)

(2)

(3)

ayat (7) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD
UPTD TPA Griyo Mulyo dalam melaksanakan pekerjaan.

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 24
Pengelompokan Fungsi pada BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo
terdiri atas:
a. fungsi pelayanan pengelolan sampah; dan
b. fungsi pendukung.
Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab Pemimpin.

Pasal 25

Pelaksanaan fungsi pelayanan pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a

menjadi tugas Pejabat Teknis.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara operasional dilaksanakan BLUD UPTD TPA Griyo

Mulyo dengan memberikan pelayanan sampah secara baik.

Untuk memberikan pelayanan pengelolaan sampah secara

paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BLUD TPA

Griyo Mulyo mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah terpadu
sesuai dengan standar pelayanan pengelolaan sampah;

b. pengelolaan sampah dengan teknologi biodrying untuk
menghasilkan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP)
yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti
sumber energi;

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian pelayanan pengelolaan sampah; dan

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang
pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan
pelayanan pengelolaan sampah dengan memperhatikan
etika ilmu pengetahuan.

Pasal 26
Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. fungsi manajemen pengelolaan sampah; dan
b. pengawasan internal.
Pelaksanaan fungsi manajemen pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas
Pejabat Keuangan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas langsung dari
Pemimpin.
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BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27
Sumber daya manusia BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo terdiri
atas:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegawai.
Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a Dbertanggungjawab terhadap kinerja umum
operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan
keuangan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dalam pemberian
layanan.
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.
Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo
berasal dari:
a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dapat mengangkat Pejabat
Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dari profesional lainnya.
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai
dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan
dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif
dalam meningkatkan pelayanan.
Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat
untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan
berikutnya.
Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan
berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang
telah disetujui Pembina Keuangan.

Pasal 28

Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat
Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI SIDOARJO,
ttd
AHMAD MUHDLOR
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 94

NOREG PERBUP : 94 Tahun 2022



